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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2008 Nomor 16), perlu dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

. bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat

daerah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan
perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

. bahwa penataan organisasi perangkat daerah didasarkan pada

kewenangan, karakteristik, potensi, visi, misi, kebutuhan daerah,
kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya
aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau
dengan pihak ketiga;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢, dipandang perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);



. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama
Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



()

)

Menetapkan

12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741),

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerabh;

14.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008
tentang Qrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 angka 2 huruf a diubah pada nomenklatur
Assisten, sehingga isi Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah



Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
1. Sekretaris Daerah;

2. Assisten Sekretaris Daerah :
a. Assisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Hukum (Assisten 1);
b. Assisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Assisten |l);
c. Assisten Administrasi Umum (Assisten Ill);
d. Assisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Humas (Assisten (V).

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

. Ketentuan dalam Pasal 7 angka 2 dan Pasal 9 diubah pada
nomenklatur Bagian, sehingga isi Pasal 7 dan Pasal 9 selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Assisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Hukum (Assisten )

Pasal 7

Assisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Hukum (Assisten 1), terdiri
atas :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan;

2. Bagian Administrasi Hukum;

3. Bagian Administrasi Pertanahan.

Pasal 9

Bagian Administrasi Hukum, membawahkan :

1. Sub Bagian Perundang-undangan;

2. Sub Bagian Bantuan Hukum;

3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

. Ketentuan dalam Pasal 11 angka 2 dan 3, serta Pasal 13 pada
nomenklatur Bagian diubah, sedangkan Pasal 14 pada nomenklatur
Bagian dan Sub Bagian diubah, sehingga isi Pasal 11, Pasal 13 dan
Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Assisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Assisten Il)

Pasal 11

Assisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Assisten ll), terdiri
atas :

1. Bagian Administrasi Pembangunan;

2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;

3. Bagian Administrasi Perekonomian.

Pasal 13

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan :
1. Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;

2. Sub Bagian Perikanan dan Peternakan;

3. Sub Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup.



Pasal 14

Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :

1. Sub Bagian Koperasi dan UKM;

2. Sub Bagian Industri dan Perdagangan,

3. Sub Bagian Badan Usaha, Investasi dan Penanaman Modal Daerah.

. Ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 pada
nomenklatur Bagian dan Sub Bagian diubah, sehingga isi Pasal 15,
Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai
berikut

Paragraf 3
Assisten Administrasi Umum (Assisten Il

Pasal 15

Assisten Administrasi Umum (Assisten 1ll), terdiri atas :
1. Bagian Administrasi Umum;

2. Bagian Administrasi Perlengkapan;

3. Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan.

Pasal 16

Bagian Administrasi Umum, membawahkan :

1. Sub Bagian Kepegawaian,

2. Sub Bagian Rumah Tangga;

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan TU Pimpinan.

Pasal 17

Bagian Administrasi Perlengkapan, membawahkan :
1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;

2. Sub Bagian Pengadaan;

3. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.

Pasal 18

Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan, membawahkan :
1. Sub Bagian Anggaran,

2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi;

3. Sub Bagian Verifikasi.

. Ketentuan dalam Pasal 19 angka 2 dan 3, Pasal 21, dan Pasal 22 pada
nomenklatur Bagian diubah, sehingga isi Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal
22 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Assisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Humas (Assisten IV)

Pasal 19

Assisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Humas (Assisten V), terdiri
atas :

1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;

2. Bagian Administrasi Humas dan Protokol;

3. Bagian Administrasi Organisasi.



Pasal 21

Bagian Administrasi Humas dan Protokol, membawahkan :
1. Sub Bagian Data dan Informasi,

2. Sub Bagian Protokol;

3. Sub Bagian Pemberitaan.

Pasal 22

Bagian Administrasi Organisasi, membawahkan :
1. Sub Bagian Analisis Jabatan;

2. Sub Bagian Kelembagaan;

3. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Juli 2011

BUPATI KUTAI KAR EGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Juli 2011

SEKRETARIS DAE
KABUPATEN KUTAI K




Lampiran |

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2011 TANGGAL 27 JULI 2011

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

SEKRETARIAT DAERAH

KEL. JAFUNG l

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

STAF AHLI

ASSISTEN ADMINISTRASI

ASSISTEN ADMINISTRASI

ASSISTEN ADMINISTRASI

ASSISTEN
PEMESA%T&SQS“#MUM PEgEagRlﬁggﬁiﬁAN ADMINISTRASI UMUM KESEJAHTEmSRAKYAT DAN
1 1 1 1
| 1 1 I 1 1 1 1 1 L 1 1
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN ADM.
ADMINISTRASI | ADMINISTRASI| [ADMINISTRASI| | ADMINISTRAS! | [SOMEESTEAS! | ADMINISTRASI | |ADMINISTRASI| | Epionaman| [PENATAUSAHAAN| (ADMKESEJAH| | ADM. | |BECUEADH
PEMERINTAHAN HUKUM PERTANAHAN| |PEMBANGUNAN ALAM PEREKONOMIAN UmMuUM KEUANGAN RAA HUMAS DAN
RAKYAT PROTOKOL
] i Sub Bagian . Sub Bagian ) ) Sub Bagian .S b Bag
il 5Ub_r2t3§l'a” _g:?usggg‘ i Pereg:anaan i Slgl:og?agrﬁn Pe:jt::lan ! | 'g)l:)begz??:n | | Sub Bagian _S"Enzﬁgfn || Sub Bagian Pgndidicl;an, Sub Bagian| | | :naﬁsgi;an
4 = - . emuda, |
Pemerintahan undangan Pengadaan Pembangunan Ketahanan UKM iApRgEwalan Kebutuhan ANggarEn | Olah Raga I[a)'l?ct)ar!rg:gi Jabatan
Tanah L_Pangan | dan
: Kesehatan
Sub Bagian L : y ; ;
- Sub Bagian i Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian : Sub Bagian .
D(a);?:r? l:ilalm — Bantuan | Pegataan - Pi‘;g;%g;ﬁ;‘n || Perikanan ! Industri dan Rumah —ggg I':'aadg;:g — Perbendaharaan Sub Bagian Sub Bagian —Ksérebm%z%':
Keri Hukum o dan Perdagangan Tangga g dan Akuntansi . | Protokol
erjasama Penetapan Peternakan Sosial,
— Tenaga
; ; ) Sub Bagian Sub Bagian - Kerjadan ;
Sub Bagian ub Bagian n Sub Bagia
Peranggkat [i)kume%‘tasi Sub Bagian | | sub Bagian Sub Bagian Badan Usaha Adr tmim || PSub.Baglan || sub Bagian Transmigrasi _— | g
1 Daerah d 5 Feal .| [_|Penyelesaian Pelaporan || Pertambangan | L paerah, dan TU STy mpanai Verifikasi ] P ERgIaH Ketatalak
Ao dan an Informasi| 1 sengketa dan Lingkungan| | |nvestasi dan Pimpinan dan Rlaniue Sub Bagian | |Pemberitaan| | sanaan
Tanah Hidup PMD |_|Pemberdayaan
Perempuan,
KB dan Agama

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA



LAMPIRAN Il : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2011 TANGGAL 27 JULI 2011
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

ASSISTEN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN UMUM DAN HUKUM

ASSISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
UMUM DAN HUKUM

BAGIAN ADMINISTRASI

BAGIAN ADMINISTRASI

BAGIAN ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN HUKUM PERTANAHAN
, Sub Bagian
Sub Bagian - Sub Bagian Perencanaan dan

Tata Pemerintahan

Perundang-Undangan

Pengadaan Tanah

i Sub Bagian
— Otongumbi g:g'raa?‘ d - Sub Bagian Penataan dan Penetapan
: an Bantuan Hukum Tanah
Kerjasama
Sub Bagian Sub Bagian Sub .Bag|an
| Perangkat Daerah dan —  Dokumentasi dan Penyelesaian Sengketa
Desa Informasi Hukum Tanah

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASAR




Lampiran lll : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2011 TANGGAL 27 JULI 2011
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH
ASSISTEN ADMINISTRASI i o
PEREKONOMIAN DAN ASSISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
[ I
BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM PEREKONOMIAN
Sub Bagian " ,S”ZBa?iat” i Sub Bagian
] —Pertanian dan Ketahanan ] ;
Program Pembangunan Pangan Koperasi dan UKM
Sub Bagian || Slfb Bagian - Sub Bagian
Pengendalian Pgrgt(:rri‘g:(ggn Industri dan Perdagangan
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
i Pelaporan —| Pertambangan dan — Badan Usaha Daerzh,
Lingkungan Hidup Investasi dan PMD

BUPATI KU1 Al KART GARA,




Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2011 TANGGAL 27 JULI 2011
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM
ASSISTEN

ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN ADMINISTRASI
UMUM PERLENGKAPAN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN

- Sub Bagian ] Sub Bagian Sub Bagian
Kepegawaian Analisa Kebutuhan Anggaran

- Sub Bagian - Sub Bagian Sub Bagian

Rumah Tangga Pengadaan Perbeﬂgiggﬁ;n dan

i Sl.tlb QaSian ; H. SL'Jb Bagiand Sub Bagian

— Administrasi Umum dan enyimpanan dan ; ;
TU Pimpinan Distribusi Verifikasi

BUPATI KUTAI K EGARA,

RITA WIDYASARI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2011 TANGGAL 27 JULI 2011
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16

TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran V

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH
ASSISTEN ADMINISTRASI
KESEJA AAN RAKYAT
DAN HUMAS ASSISTEN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN HUMAS
[ |
BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT HUMAS DAN PROTOKOL ORGANISASI
Sub Bagian _ .
Pendidikan, Pemuda, Sub Bagian Sub Bagian
Olah Raga dan Data dan Informasi Analisis Jabhatan
Kesehatan
‘SubBagian Sub Bagian Sub Bagian
S%Z'ﬁlﬁ-:aennsan%?gges?a Protokol Kelembagaan
Sub Bagian
Pemberdayaan Sub Bagian Sub Bagian
Perempuan, KB dan Pemberitaan Ketatalaksanaan
Agama

BUPATI KUTAI KART GARA,




